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WALIKOTA SUKABUMI, 
 
 
Menimbang : a.  bahwa untuk memenuhi kebutuhan objektif dan 

karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan 
statistik Keuangan Negara, perlu diadakan 
penyesuaian dan penambahan kode rekening rincian 
objek belanja sesuai dengan Pasal 77 ayat (11) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007, yang 
meliputi kode urusan pemerintahan dan kode 
organisasi, kode program dan kegiatan, penambahan 
kode obyek pada jenis pendapatan, belanja dan 
pembiayaan daerah serta penambahan kode rincian 
obyek pada obyek jenis pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan daerah; 

 
b. bahwa …….. 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu 
ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang 
Susunan Kode Rekening Penganggaran APBD Kota 
Sukabumi; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 
Agustus 1950); 

 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

5. Undang- …….. 
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 
4286); 

 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421); 

 
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

11. Undang- ……… 
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11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
14. Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan ……. 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D – 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota 
Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D – 20); 

 
24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2003 Nomor 31 Seri        D – 21); 

 
25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4); 

Memperhatikan …….. 
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Memperhatikan   : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 

2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2007; 

 
 
MEMUTUSKAN : 

 
 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN 

KODE REKENING PENGANGGARAN APBD KOTA 
SUKABUMI.  

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Sukabumi. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

 
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi. 

 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Sukabumi. 
 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk di dalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut. 

 
6. Pengelolaan …….. 
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6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah. 

 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

 
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri 

dari Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 
selaku penguna anggaran/barang. 

 
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

 
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 

satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri 
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 
bentuk barang/jasa. 

 
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah. 

 
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas 

Daerah. 
14. Pendapatan ……… 
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14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

 
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaaan bersih. 
 
16. Pembiayaan  Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
 

 

Pasal 2 
 

(1) Susunan klasifikasi penganggaran APBD terdiri dari : 
 

a. Urusan Pemerintahan; 
b. Organisasi; 
c. Program dan Kegiatan; 
d. Akun Keuangan; 
e. Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek. 
 

(2) Susunan klasifikasi penganggaran APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihimpun menjadi satu kesatuan 
kode anggaran yang disebut kode rekening. 

 
Pasal 3 

 

(1) Rincian kode rekening dalam APBD memuat susunan sebagai 
berikut : 

 
a. Pendapatan Daerah, dirinci menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, 
dan rincian obyek pendapatan; 

 
b. Belanja Daerah, dirinci menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian 
obyek belanja; 

 

c. Pembiayaan Daerah, dirinci menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, 
dan rincian obyek pembiayaan. 

(2) Susunan ........ 
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(2) Susunan kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal 4 

   

Dalam rangka sinkronisasi kode rekening penganggaran antara 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Walikota ini, akan dilakukan penyempurnaan 
secara berkala. 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 
dan mempunyai daya laku surut terhitung tanggal 1 Januari 2007. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Sukabumi. 

 
 

Ditetapkan di Sukabumi 
Pada tanggal 25 Juni 2007 

 
WALIKOTA SUKABUMI, 

 

cap ttd. 
 
 

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR 
 
 

Diundangkan di Sukabumi 
Pada Tanggal 25 Juni 2007 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA 

S U K A B U M I, 
 

cap ttd. 
 

MOHAMAD MURAZ 
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 14 


